BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dari itu penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. [image: ]Peranan hukum dalam mengatasi kondisi ekonomi rendah yang berdampak pada meningkatnya angka kejahatan di Kelurahan Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, telah menjadi faktor utama yang memicu peningkatan tingkat kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara. Data menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan signifikan, dengan angka Gini Ratio yang terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, angka Gini Ratio Kota Tanjungbalai mencapai 0,372, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara . Ketimpangan ini menciptakan jurang antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketegangan sosial.
2. Tingkat kejahatan di Kelurahan Kota Tahan Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara. Dalam konteks ini, peranan hukum menjadi sangat penting dalam mengatasi kondisi ekonomi yang memicu meningkatnya tingkat kejahatan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan keadilan dalam masyarakat. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya, korupsi, dan ketidakmampuan aparat penegak hukum . Lemahnya
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penegakan hukum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya angka kejahatan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
3. [image: ]Faktor pemicu terjadinya kondisi ekonomi yang mengakibatkan tingkat kejahatan di Kelurahan Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai. Selain itu, motif ekonomi atau keuntungan pribadi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan dengan motif ekonomi biasanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi, seperti korupsi, penipuan, dan pencurian . Dalam kondisi ekonomi sulit, banyak individu dan keluarga menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah untuk bekerja atau mencari pendapatan tambahan, sehingga meninggalkan properti mereka dalam kondisi rentan terhadap kejahatan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai sektor, termasuk hukum, ekonomi, dan sosial. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan meliputi:
1. Program Sosial dan Ekonomi: Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap program kesejahteraan sosial, lapangan kerja, dan pendidikan, khususnya di area-area berisiko tinggi.
2. Penguatan Keamanan di Area Publik: Peningkatan patroli polisi di wilayah-wilayah rawan dapat menurunkan angka kriminalitas.
3. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan pribadi dan properti, serta program rehabilitasi bagi pelaku kriminalitas ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko pengulangan tindakan kriminal.
67


4. Reformasi Hukum Pidana: Pembaharuan hukum pidana diperlukan untuk menghadapi tantangan kriminalitas modern, termasuk kejahatan ekonomi. Reformasi ini harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan efektivitas dalam pencegahan kriminalitas.
5. [image: ]Pemberantasan Korupsi: Korupsi merupakan hambatan besar bagi penegakan hukum yang efektif. Pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah seperti pembentukan lembaga antikorupsi dan penerapan undang-undang yang lebih ketat.
6. Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum: Pemanfaatan teknologi canggih, seperti sistem pengawasan dan teknologi forensik, dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam menangani kegiatan kriminal.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan kondisi ekonomi yang memicu meningkatnya tingkat kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari dapat diatasi. Peranan hukum yang efektif dan adil akan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesimpulan ini mencerminkan pentingnya peranan hukum dalam mengatasi kondisi ekonomi yang memicu meningkatnya tingkat kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman, adil, dan sejahtera.
B. Saran

Dalam konteks sosial masyarakat Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara, peranan hukum menjadi sangat penting dalam mengatasi kondisi ekonomi yang memicu meningkatnya tingkat kejahatan. Rumusan masalah utama yang perlu dicermati adalah bagaimana lemahnya kondisi ekonomi masyarakat

[image: ]berkontribusi terhadap meningkatnya tindakan kriminal, serta sejauh mana sistem hukum yang berlaku mampu memberikan perlindungan, penegakan keadilan, dan solusi jangka panjang. Ketika lapangan pekerjaan terbatas, pendapatan masyarakat tidak mencukupi kebutuhan dasar, dan akses terhadap pendidikan serta layanan sosial terbatas, maka tekanan sosial dan ekonomi dapat mendorong sebagian individu untuk melakukan tindak kriminal, baik berupa pencurian, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan.
Peranan hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada tindakan represif seperti penangkapan dan pemidanaan, tetapi harus mencakup fungsi preventif dan rehabilitatif. Hukum perlu hadir sebagai alat untuk menciptakan ketertiban sosial melalui regulasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang berpihak pada peningkatan ekonomi masyarakat bawah, misalnya melalui pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang menjadi korban kriminalisasi akibat tekanan ekonomi, serta mendorong program-program pemberdayaan ekonomi berbasis hukum, seperti koperasi legal berbadan hukum, pelatihan kerja, dan bantuan modal usaha mikro.
Selain itu, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sangat penting agar masyarakat percaya terhadap sistem hukum itu sendiri. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka ketidakpercayaan ini akan memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan potensi konflik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Di sisi lain, edukasi hukum kepada masyarakat juga diperlukan agar mereka mengetahui hak dan kewajiban hukumnya serta memahami konsekuensi dari tindakan melawan hukum.

[image: ]Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, tokoh masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. Pemerintah daerah dapat menggandeng LSM dan pihak swasta untuk menciptakan program pelatihan kerja yang terintegrasi dengan pemulihan ekonomi lokal. Hukum harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat yang lemah agar mereka tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kriminalitas.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan hukum sangat strategis dalam mengatasi akar persoalan kejahatan yang dipicu oleh kondisi ekonomi di Kelurahan Kuala Silau Bestari. Hukum bukan hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kriminalitas dan menciptakan ketenteraman bagi seluruh lapisan masyarakat.
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